BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP II)

Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit

Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo gadung Provinsi DKI Jakarta,

kami dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan Pengujian di UP PKB Pulo gadung sudah menerapkan SIM

PKB secara online yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan alat
uji di UP PKB Pulo gadung telah terintegrasi satu dengan yang lainnya

serta semua alat uji dapat digunakan dengan baik.

. Proses pengujian dapat berjalan lancar karena adanya dukungan dari

semua pihak baik, penguji, petugas administrasi, petugas keamanan,
serta petugas kebersihan yang telah melaksanakan tugasnya masing-

masing dengan baik.

. Belum maksimalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat

proses penguijian berlangsung

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola Pengujian

Kendaraan Bermotor Pulo gadung, kami menyarankan:

1.

Pihak UP PKB Pulo gadung perlu mengadakan penyuluhan pentingnya
Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD)

pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.

. Perlunya dibangun ruangan kedap suara untuk genset dan compressor.

Selain agar suara genset tidak menganggu, ruangan ini juga
memudahkan dalam perawatan.

Penambahan wifi yang mencakup seluruh area

Penambahan lajur baru pengujian pemeriksaan persyartan teknis untuk
kendaraan motor listrik

Menambahkan alat ketok otomatis untuk nomor uji kendaraan agar
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mempermudah dan mempercepat waktu pengerjaan pengujian
kendaraan bermotor terutama untuk kendaraan uji pertama.
Menambahkan alat ukur dimensi otomatis agar membantu pengukuran

dimensi kendaraan pada saat uji visual atau pra uji.
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